
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 
NOMOR : 31 TAHUN 2006 

 
 

TENTANG 
 
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA SAMARINDA TAHUN 

2005-2010 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 
 

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
bentuk Produk Hukum Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 
ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2005-
2010 harus mampu bersumber dari aspirasi masyrakat dengan berpedoman pada 
RPJP Kota Samarinda; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu 
untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 
tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar 
Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPernerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3952). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan 
Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor     , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor   ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007. 

  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 
 

dan 
 

WALIKOTA SAMARINDA 


